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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja kebijakan Cadangan Beras 

Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum 

BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten. Teori yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu teori evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. 

Dunn 2003 dengan 6 (enam) aspek yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, 

kesamaan, responsivitas dan kelayakan. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk 

pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian 

ini menggunakan wawancara terstruktur dilakukan dengan 9 (sembilan) orang key 

informant yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung. Hasil evaluasi 

pada kebijakan CBP dalam SPHP di Perum BULOG Kanwil DKI Jakarta dan 

Banten dinilai dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, 

dan kelayakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kebijakan ini 

menunjukkan kelayakan untuk dilanjutkan, meskipun kinerja kebijakan ini belum 

mencapai tingkat optimal pada beberapa kriteria dan masih terdapat banyak 

tantangan yang dihadapi. Adapun strategi jangka pendek, jangka menengah dan 

jangka panjang untuk menghadapi tantangan adalah dengan melakukan sinergi 

pengawasan bersama Satgas Pangan untuk melakukan langkah korektif atas 

indikasi adanya penyimpangan penyaluran SPHP beras, menyusun kebijakan 

penyederhanaan dalam pertanggungjawaban penyaluran SPHP, dan menyiapkan 

kebijakan yang mendelegasikan Perum BULOG sebagai pendistribusi beras 

premium untuk memenuhi preferensi masyarakat dalam meningkatkan branding 

dan marketing.  

Kata kunci: evaluasi kebijakan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Stabilisasi 
Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 
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ABSTRACT 
 

This study aims to evaluate the Government Rice Reserve (CBP) Policy in 
Stabilizing Food Supply and Prices (SPHP) at Perum BULOG Regional Office of 
DKI Jakarta and Banten. The theory used on this study is the policy evaluation 
theory developed by William N. Dunn (2003) with of 6 (six) assessment aspects: 
effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness, and appropriateness. 
The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Data 
collection techniques used were: interviews, observation, and documentation 
studies. This study used structured interviews conducted with 9 (nine) key 
informants who have direct knowledge and involvement. The results of the 
evaluation of the CBP policy in SPHP at Perum BULOG Regional Office of DKI 
Jakarta and Banten are assessed from the aspects of effectiveness, efficiency, 
adequacy, equality, responsiveness, and appropriateness. Based on the results, it 
can be concluded that this policy shows feasibility to continue, although the 
performance of this policy has not reached the optimal level in some criteria and 
there are still many challenges faced. The short-term, medium-term, and long-term 
strategies to face these challenges are to synergize joint supervision with the food 
task force to take corrective actions on indications of irregularities in the 
distribution of SPHP rice, to formulate policies to simplify accountability for SPHP 
distribution, and to prepare policies that delegate Perum BULOG as a distributor of 
premium rice to meet people's preferences in improving branding and marketing. 

Keyword: Policy Implementation, Government Rice Reserve (CBP) Policy, 
Stabilizing Food Supply and Prices (SPHP)  
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BAB I  

PERMASALAHAN PENELITIAN 

A. Latar Belakang  

Administrasi pembangunan sebagai suatu disiplin ilmu administrasi publik 

memiliki keterkaitan dengan proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah 

dengan metode-metode yang digunakan dari suatu program pembangunan untuk 

melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan guna mencapai sasaran 

Pembangunan (Ngusmanto, 2015). Salah satu kebijakan administrasi pembangunan 

sebagai prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 melalui asta 

cita kedua adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan 

mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi 

syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (Perpres, 2025). Pangan 

sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas 

merupakan kebutuhan utama manusia dan menjadi bagian dari hak asasi manusia. 

Kewajiban negara untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan 

pemenuhan konsumsi pangan secara merata, cukup, bermutu, aman, dan bergizi 

seimbang dengan memanfaatkan budaya lokal, sumber daya, dan kelembagaan 

(Pangan, 2012).   

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan produsen dan konsumen 

beras, yang sekaligus sebagai kawasan rawan bencana alam. Guna penanganan 

kebutuhan darurat negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, 

Singapura, dan Thailand bersepakat untuk membentuk cadangan beras ASEAN 

dengan penandatanganan Aggrement on the ASEAN Food Security Reserve (AFSR) 

di New York pada tahun 1979. Perkembangan AFSR semakin pesat sehingga pada 

tahun 2012 sepuluh anggota negara ASEAN secara resmi mendirikan ASEAN Plus 

Three Emergency Rice Reserve (APTERR). Enam aspek yang perlu ditangani 

dalam kesepakatan tersebut yaitu memperkuat basis produksi beras masing-masing 

anggota, mengadopsi kebijakan dan mengola cadangan beras secara efektif, 

mencegah adanya kehilangan hasil, stabilisasi harga beras, meningkatkan gizi dan 
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konsumsi terutama kelompok rawan, dan meningkatkan pendapatan petani 

(Hermanto, 2014).  

Kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, di 

Indonesia dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah. 

Cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola 

oleh Pemerintah. Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah diatur dalam 

Perpres 125/2022, disebutkan bahwa terdapat 11 komoditas yang dikelola yaitu 

beras, jagung, daging sapi, daging ayam, telur, gula pasir, minyak goreng, cabai 

merah, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Pemerintah yaitu Badan 

Pangan Nasional memberikan penugasan untuk mengelola Cadangan Beras 

Pemerintah (CBP) melalui Perum BULOG untuk mewujudkan ketahanan pangan 

untuk menjamin ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Penyelenggaraan 

cadangan beras pemerintah memiliki payung hukum yaitu Peraturan Badan Pangan 

Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peyelenggaraan Cadangan Beras 

Pemerintah.  

Strategi penyelenggaraan CBP dilakukan melalui pengadaan, pengelolaan, 

dan penyaluran. Metode pengadaan dapat dilakukan melalui mekanisme contract 

farming, kemitraan, maupun closed loop. Pengadaan dari luar negeri dapat 

dilakukan dengan kondisi ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk 

pemenuhan cadangan dan stabilisasi harga dalam negeri. Pengelolaan CBP meliputi 

pemeliharaan, penyimpanan, pengolahan, pemerataan stok, dan pelepasan stok. 

Target sasaran penyaluran antara lain untuk mengatasi masalah pangan, Stabilisasi 

Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bencana alam, bencana sosial, kerja sama 

internasional.  

Saat ini cadangan pangan pemerintah lebih banyak berupa Cadangan Beras 

Pemerintah (CBP) dibandingkan dengan cadangan jagung dan cadangan kedelai. 

Jumlah Cadangan Beras Pemerintah dapat dikatakan cukup ketika jumlah minimal 

yang dikelola 2.400.000 ton dan jumlah minimal stok akhir tahun 1.200.000 

(Bapanas, 2024). Indikator harga beras dapat dikatakan stabil ketika tidak melebihi 

Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah. HET yang 
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ditetapkan oleh pemerintah berbeda-beda di setiap wilayah, misalnya di wilayah 

Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Barat, HET beras 

medium Rp 12.500 per kg dan HET beras premium Rp 14.900 per kg. Sedangkan 

HET di wilayah Maluku dan Papua lebih tinggi yaitu HET beras Medium Rp 13.500 

per kg dan HET beras premium Rp 15.800 per kg. 

Berikut tren pelaksanaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari tahun 

2020-2024: 

Tabel 1. 1 Realisasi pengadaan dalam negeri 

Bulan Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Januari 6.935 13.260 8.374 6.021 6.203 

Februari 39.359 19.850 6.992 6.774 9.161 

Maret 43.876 201.526 48.702 80.605 19.676 

April 85.978 338.253 201.222 202.000 224.936 

Mei 251.072 134.729 138.684 268.417 393.913 

Juni 269.078 31.515 146.835 127.854 73.274 

Juli 168.927 79.769 73.771 69.875 47.049 

Agustus 63.874 107.692 33.018 41.339 54.654 

September 32.972 107.114 55.955 45.877 124.685 

Oktober 125.579 98.256 94.817 46.311 166.415 

November 143.782 29.881 137.658 65.880 126.529 

Desember 25.121 54.465 48.623 105.925 12.586 

Jumlah 1.256.507 1.216.311 994.651 1.067.777 1.259.080 

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024 

 Dari data diatas menunjukkan total realisasi pengadaan dalam negeri sampai 

dengan tanggal 15 Desember 2024 sebesar 1.259.080 ton setara beras terdiri dari 

CBP sebanyak 828.386 ton dan beras komersial sebesar 430.695 ton. Pengadaan 

tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan realisasi empat tahun terakhir.  

Tabel 1. 2 Realisasi pengadaan luar negeri 
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Bulan Tahun 

2022 2023 2024 

Januari - 240.955 325.883 

Februari - 83.444 546.482 

Maret - 111.041 478.420 

April  - 70.900 315.537 

Mei - 254.788 381.660 

Juni - 155.674 254.858 

Juli - 249.363 146.356 

Agustus - 225.449 137.900 

September - 139.839 147.650 

Oktober - 321.246 193.580 

November - 425.246 336.759 

Desember 57.417 531.235 150.873 

Jumlah 57.417 2.809.180 3.415.958 

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024 

 Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pengadaan beras luar negeri pada 

tahun 2024 sebesar 3.415.958 ton lebih besar dari pada pengadaan tahun 2023 dan 

tahun 2022 sebesar 2.809.180 ton dan 57.417 ton. Pengadaan ini berasal dari 

beberapa negara antara lain Vietnam, Thailand, Pakistan, Myanmar, dan Kamboja. 

 Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan 

program penyaluran CBP dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi 

gejolak harga beras pada tingkat konsumen. Program ini dimulai dari tahun 2022 

hingga sekarang tahun 2025. SPHP beras menggunakan CBP berasal dari 

pembelian langsung menggunakan harga pembelian pemerintah atau kebijakan 

fleksibilitas harga pembelian gabah dan beras dalam rangka penyelenggaraan CBP, 

pembelian stok komersial Perum BULOG dan pengadaan luar negeri atas 

penugasan pemerintah. Sasaran penjualan SPHP dilakukan pada pasar tradisional, 

toko/ritel modern, dan perdagangan melalui sistem elektronik yang terjangkau oleh 

masyarakat. Saluran penjualan SPHP meliputi pengecer (pedagang pasar, 
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swalayan, RPK, TPK, Koperasi, dan pedagang eceran lainnya, pemerintah daerah 

melalui gerakan pasar murah, distributor besar, sinergi BUMN melalui outlet 

binaan, dan pedagangan melalui sistem elektronik. Dana pelaksanaan SPHP 

menggunakan dana cadangan beras pemerintah dengan Kuasa Pengguna Anggaran 

Badan Pangan Nasional dan Kementerian Keuangan.  

 Perum BULOG menyalurkan SPHP beras periode Juli sampai dengan 

Desember 2025 di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan target 

1.318.826.629 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh 

enam ribu enam ratus dua puluh sembilan) kg. Rincian target alokasi penyaluran 

SPHP beras ditetapkan berdasarkan antara lain pertimbangan realisasi penyaluran 

SPHP beras per provinsi atau wilayah atau kabupaten/kota atau cabang tahun 2023-

2024, kondisi stok operasional dan ketersediaan beras di gudang Perum BULOG, 

kebutuhan konsumsi beras masyarakat, permintaan mitra Perum BULOG, kondisi 

pasokan dan rata-rata harga nasional, biaya distribusi, dan usulan dari pemerintah 

daerah provinsi/kota/kabupaten atau dari Perum BULOG.   

   Realisasi penyaluran cadangan beras pemerintah dari tahun 2021 sebesar 

dari tahun 2021 sebesar 800.874, mengalami peningkatan hingga tahun 2024 

sebesar 3.306.271 ton. Realisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 

beras s.d. 15 Desember 2024 sebesar 1.355.117 ton yang diharapkan mampu 

menekan laju kenaikan harga di akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025. Proporsi 

realisasi SPHP beras paling besar adalah pengecer (65,7 %), diikuti distributor (29,6 

%), satuan tugas (3,2 %), pemerintah daerah (1,2 %), dan sinergi BUMN (0,3%). 

Realisasi bantuan pangan juga cukup signifikan sebesar 1.961.370 yang terbagi 

menjadi tiga tahap, tahap I sejumlah 659.677 ton, tahap II sejumlah 653.613 ton, 

dan tahap III sejumlah 648.080 ton. Realisasi penyaluran CBP tanggap 

darurat/bencana alam tahun 2024 sampai dengan 15 Desember 2024 sebanyak 381 

ton dan realisasi golongan anggaran sebesar 89.403 ton. Hal tersebut terangkum 

dalam data dibawah ini: 
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Tabel 1. 3 Realisasi penggunaan CBP 2021-2024 

Penyaluran 2021 2022 2023 2024 

SPHP 767.869 1.261.225 1.196.727 1.355.117 

Bantuan Pangan - - 1.492.919 1.961.370 

Bencana Alam 8.744 4.732 2.302 381 

Golongan Anggaran 24.234 87.949 84.671 89.403 

Total 800.874 1.353.906 2.776.619 3.306.271 

Sumber: Badan Pangan Nasonal, 2024 

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan cadangan beras pemerintah saat ini 

masih belum optimal. Stok beras yang berlebih sehingga perlu percepatan 

penyaluran CBP terutama dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). 

Produksi dalam negeri menurun sehingga menyebabkan sulitnya pemenuhan 

pengadaan beras dari produksi dalam negeri. Perubahan sistem pendanaan dari 

sistem persediaan menjadi sistem penggantian menambah beban pembiayaan bagi 

Perum BULOG. Penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Badan 

Pangan Nasional dinilai kurang efektif dalam stabilisasi harga beras (Rusono, 

2019). 

Stok beras yang belum optimal yang mengganggu mekanisme pengadaan 

dan penyaluran beras terutama terkait stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik update per Agustus amatan Juli 2024, angka 

neraca produksi-konsumsi beras pada Januari-Oktober 2024 sebesar 1,19 juta ton 

atau lebih rendah 1,66 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Neraca 

produksi dan konsumsi beras dalam negeri mengalami defisit sebesar –1,66 atau -

58,24 %. Selain itu, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, memperhitungkan 

ketersediaan stok cadangan beras pemerintah per Agustus 2024 sebesar 1,34 juta 

ton, impor belum terealisasi 1,1 juta ton dan kebutuhan Stabilisasi Pasokan dan 

Harga Pangan (SPHP) beras dan Bantuan Pangan sampai dengan akhir tahun 2024 

sebesar 874 ribu ton, diperkirakan terdapat stok akhir tahun sebesar 1,5 juta ton.  
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Tabel 1. 4 Produksi dan Konsumsi Bulan Januari-September (Juta Ton Beras) 

Bulan Produksi Konsumsi Surplus/ Defisit 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 

Januari 1.34 0.68 2.54 2.56 -1.20 -1.70 

Februari 2.85 1.35 2.54 2.57 0.31 -1.22 

Maret 5.13 3.38 2.54 2.57 2.59 0.81 

April 3.66 5.31 2.55 2.57 1.11 2.74 

Mei  2.86 3.61 2.55 2.57 0.31 1.04 

Juni 2.79 2.06 2.55 2.58 0.24 -0.52 

Juli 2.48 2.05 2.55 2.58 -0.07 -0.53 

Agustus 2.52 2.85 2.55 2.58 -0.03 0.27 

September 2.52 2.87 2.56 2.58 -0.04 0.29 

Oktober 2.19 2.59 2.56 2.58 -0.37 0.01 

Jumlah  28.34 26.93 25.49 25.74 2.85 1.19 

Selisih 24-
23 

Selisih 
Produksi 

-1.41     
-4.97 %      

Selisih 
Konsumsi 

0.25       
0.98 % 

Selisih 
(Prod -
Kons) 

-1.66     
-58.24% 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Pangan Nasional, 2024 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam rangka antisipasi hari besar 

keagamaan tahun 2024 dan kebutuhan tahun 2025, maka dibutuhkan sisa stok akhir 

tahun sebesar 2,5 juta ton, sehingga terdapat kekurangan 1 juta ton (Bapanas, 2024). 

Kekurangan stok tersebut tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri karena neraca 

produksi dan konsumsi beras dalam negeri mengalami defisit, sehingga dapat 

dipenuhi melalui impor. Indonesia menduduki negara importir urutan ke- 46 dunia 

selama 2019-2022, namun dengan adanya impor beras medium tahun 2023, 

Indonesia menduduki peringkat pertama. Pasar beras di Indonesia dikuasai oleh 

beras Vietnam dan Thailand (Kementan, 2024).  



 
 

8 
 

Pada tahun 2025 stok beras di Perum BULOG melebihi minimal total stok 

yang dikelola yaitu sebesar 2.400.000 ton. Stok beras di gudang BULOG seluruh 

kantor wilayah yang ada di Indonesia total stok per 24 September 2025 mencapai 

3.877.703 ton. Hal ini menjadi tantangan bagi Perum BULOG untuk segera 

mempercepat penyaluran CBP untuk mengurangi beban biaya simpan dan 

penurunan kualitas beras.  

Produksi dalam negeri juga belum optimal sehingga menyebabkan sulitnya 

pemenuhan pengadaan beras dari produksi dalam negeri. Produksi beras di seluruh 

wilayah Indonesia tidak merata, beberapa daerah produsen akan menghasilkan 

surplus beras. Sementara di lain daerah yang bukan produsen hanya menghasilkan 

produksi padi yang hanya cukup dikonsumsi oleh wilayah setempat bahkan defisit. 

Oleh karena itu, tingkat aspek ketersediaan dan keterjangkauan pasokan menjadi 

hal yang sangat penting dalam pengelolaan cadangan beras. Di sini Perum BULOG 

perlu hadir untuk melakukan efisiensi dan keandalan dalam manajemen logistik 

pengelolaan CBP.   

Perubahan sistem pendanaan dari sistem persediaan menjadi sistem 

penggantian menambah beban pembiayaan bagi Perum BULOG. Skema pendanaan 

Perum BULOG melakukan pengadaan/pembelian dengan menggunakan dana dari 

pinjaman bank komersial. Pembayaran penggantian dari pemerintah memerlukan 

waktu yang cukup lama karena penggantian dapat dilakukan setelah disalurkan dan 

dilakukan reviu oleh APIP/BPKP secara periodik. Sehingga berdampak pada beban 

bunga yang tinggi karena stok yang disimpan dan proses penggantian pemerintah 

yang cukup lama.  

Penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Badan Pangan 

Nasional dinilai kurang efektif dalam stabilisasi harga beras. HET beras medium, 

zona 1 Rp10.900, untuk zona 2 Rp11.500, untuk zona 3 Rp11.800. Kemudian untuk 

HET beras premium, zona 1 Rp13.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800. 

Saat ini harga beras premium berdasarkan data Bapanas mencapai Rp 14.270, 

sedangkan Data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) 

Kemendag sebesar Rp 14.555. Terjadi kenaikan harga sekitar 14,34-15,26% 
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berdasarkan perbandingan harga antara bulan September 2022 dengan September 

2023. Bapanas saat ini mencapai Rp 12.620, sedangkan data SP2KP Kemendag 

sebesar Rp 12.740. Terjadi kenaikan harga beras medium sekitar 15,25 - 20,15%, 

berdasarkan perbandingan harga antara bulan September 2022 dengan September 

2023. Kebijakan HET beras kurang efektif untuk meredam harga beras karena 

harga beras di pasar saat ini sudah melebihi HET dan kurangnya pengawasan HET 

beras. 

Pengelolaan cadangan beras pemerintah merupakan komitmen pemerintah 

untuk mendukung kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan pangan di masyarakat. 

Keterjangkauan pangan dapat dilihat ketika masyarakat mampu mengakses pangan 

dari sisi ekonomi maupun fisik. Dari sisi ekonomi, keterjangkauan dipengaruhi oleh 

tingkat pendapatan atau daya beli, kemiskinan, dan stabilitas harga pangan. Selain 

itu, dari sisi fisik keterjangkauan pangan titik terdekat dari masing-masing rumah 

tangga/keluarga. Daya beli rumah tangga/keluarga miskin terhadap kebutuhan 

pangan maupun non pangan dikategorikan rendah. Pendapatan berperan penting 

dalam merespon konsumsi dari setiap komoditas pangan. Harga juga menjadi faktor 

lain dalam pertimbangan konsumsi pangan rumah tangga/keluarga. Ketika 

terjadinya kenaikan harga pangan maka konsumsi rumah tangga/keluarga akan 

berkurang. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan akses pangan bagi 

masyarakat melalui pemberian Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang 

diambil dari cadangan pangan pemerintah. 

Tujuan kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi 

Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat 

konsumen, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Namun 

masih menghadapi tantangan dalam pengawasan distribusi dan kepatuhan terhadap 

HET menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan program 

ini untuk mencapai tujuan stabilisasi yang optimal. Pada RPJMN 2025-2029, 

cadangan pangan merupakan program prioritas dalam menjaga daya beli 

masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan.  
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Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan 

dan Harga Pangan (SPHP) perlu diteliti secara mendalam karena menyangkut 

beberapa aspek penting terkait ketahanan pangan nasional melalui strategi 4K: 

ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Lokasi 

kajian evaluasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) khususnya di 

Wilayah Jakarta yang menjadi barometer harga pangan dan bukan daerah produsen 

beras sehingga ketersediaan beras menjadi faktor penting bagi pemerintah. Provinsi 

DKI Jakarta sebagai sebuah kota metropolitan, memiliki lahan pertanian yang 

sangat terbatas diikuti dengan produksi (padi) yang juga rendah.  

 
Gambar 1. 1 Luas lahan dan Produktivitas Padi 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 

Pada gambar diatas menunjukan luas lahan panen di DKI Jakarta sebesar 

498 ha di tahun 2024 dan cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya. 

Produktivitas lahan mencapai 46 ku/ha lebih rendah dari nasional 52,90 ku/ha. 

Lahan padi di DKI Jakarta terbesar terletak di Jakarta Utara (443 ha) diikuti dengan 

Jaktim (28 ha) dan Jakbar (27 ha).  
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Gambar 1. 2 Produksi Padi Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 

Seiring jumlah lahan pertanian yang cenderung menurun, produksi padi 

turun menjadi 1.360 ton (setara beras) pada tahun 2024, dibandingkan kebutuhan 

941.791 ton. Produksi beras di Jakarta hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 

beras di Jakarta 2.600 ton per hari, walaupun produksi optimal dari sepanjang tahun.  

Sedangkan Banten berbatasan langsung dengan Jakarta sehingga fluktuasi 

pasokan dan harga beras memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap Jakarta 

dan merupakan daerah rawan pangan yang rentan terhadap gejolak harga dan 

pasokan.  

 
Gambar 1. 3 Produksi Padi Provinsi Banten 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 
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Produksi padi di provinsi banten dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 

mengalami penurunan menjadi 883.128 ton pada tahun 2024. Provinsi Banten 

termasuk dalam daerah yang harga beras melebihi HET (12.500) yaitu 13.750 dan 

diperlukan adanya intervensi untuk mengendalikan harga beras di tingkat 

konsumen.   

B. Identifikasi Masalah    

Permasalahan yang dihadapi di Perum BULOG DKI Jakarta dan Banten 

terkait dengan Evaluasi Kinerja Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 

dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Di Perum BULOG Kantor 

Wilayah DKI Jakarta Dan Banten antara lain:    

1. Stok beras yang berlebih menggangu mekanisme penyimpanan beras 

terutama terkait kualitas beras.  

2. Perubahan sistem pendanaan dari sistem persediaan menjadi sistem 

penggantian akan menambah beban pembiayaan bagi Perum BULOG. 

3. Penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Badan Pangan 

Nasional dinilai kurang efektif dalam stabilisasi harga beras.  

C. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan identifikasi permasalahan, maka 

permasalahan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana Kinerja Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam 

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor 

Wilayah DKI Jakarta dan Banten? 

2. Bagaimana Strategi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam 

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor 

Wilayah DKI Jakarta dan Banten kedepannya? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut:  



 
 

13 
 

1. Melakukan penilaian kinerja pada kebijakan Cadangan Beras Pemerintah 

(CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum 

BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten. 

2. Menyusun strategi agar kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam 

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor 

Wilayah DKI Jakarta dan Banten dapat diimplementasikan dengan optimal.     

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak, antara lain: 

2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam 

menambah wawasan dalam kebijakan publik khususnya terkait Evaluasi 

Kinerja Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi 

Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI 

Jakarta dan Banten. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para 

pembuat dan pelaksana kebijakan serta para pemangku kepentingan lainnya 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait dengan 

Evaluasi Kinerja Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam 

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor 

Wilayah DKI Jakarta dan Banten. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan 
 
 Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada kebijakan Cadangan Beras 

Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di 

Perum BULOG Kanwil DKI Jakarta dan Banten dinilai dari aspek efektivitas, 

efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan kebijakan ini menunjukkan kelayakan 

untuk dilanjutkan, meskipun kinerja kebijakan ini belum mencapai tingkat 

optimal pada beberapa kriteria dan masih terdapat banyak tantangan yang 

dihadapi. Adapun strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka 

panjang untuk menghadapi tantangan dengan melakukan sinergi pengawasan 

bersama satgas pangan untuk melakukan langkah korektif atas indikasi 

adanya penyimpangan penyaluran SPHP beras, menyusun kebijakan 

penyederhanaan dalam pertanggungjawaban penyaluran Cadangan Beras 

Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan 

menyiapkan kebijakan yang mendelegasikan Perum BULOG sebagai 

pendistribusi beras premium untuk memenuhi preferensi masyarakat dalam 

meningkatkan branding dan marketing. Berikut penjelasan dari aspek-aspek 

tersebut adalah:  

1. Kinerja kebijakan evaluasi kebijakan dapat dilanjutkan dengan beberapa 

perbaikan. Walaupun dari beberapa aspek seperti efektivitas, efisiensi, 

kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan belum optimal 

sehingga perlu langkah-langkah perbaikan yang dapat mengatasi 

permasalahan dari beberapa aspek tersebut.  

2. Strategi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan belum 

optimalnya kinerja kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam 

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berdasarkan capaian 

jangka waktu (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang) 
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yakni sebagai berikut: sinergi pengawasan bersama satgas pangan untuk 

melakukan langkah korektif atas indikasi adanya penyimpangan 

penyaluran SPHP beras, menyusun kebijakan penyederhanaan dalam 

pertanggungjawaban penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 

dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan menyiapkan 

kebijakan yang mendelegasikan Perum Bulog sebagai pendistribusi beras 

premium untuk memenuhi preferensi masyarakat dalam meningkatkan 

branding dan marketing. 

B. Saran 
Rekomendasi dari hasil penelitian evaluasi kinerja kebijakan 

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga 

Pangan (SPHP) dari peneliti akan diimplementasikan dalam jangka pendek, 

jangka menengah, dan jangka panjang. Perum BULOG Kantor Wilayah DKI 

Jakarta dan Banten dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. sebagai berikut: 

1. Strategi jangka pendek dengan melakukan sinergi pengawasan bersama 

satgas pangan (POLRI) untuk melakukan langkah korektif atas indikasi 

adanya penyimpangan penyaluran SPHP beras melalui: 

a. Pembentukan tim pengawas digital yang berasal dari gabungan 

Perum BULOG dan satgas pangan (POLRI) untuk memproses 

secara cepat sesuai SOP pengaduan keluhan penyaluran SPHP dari 

masyarakat maupun saluran penjualan (mitra perum BULOG) di 

lapangan secara digital yang terhubung langsung dengan sistem 

informasi Perum BULOG. 

b. Menyusun kebijakan yang dapat mengembangkan karir dan 

memberikan kesejahteraan bagi tim pengawas digital yang berhasil 

melakukan identifikasi dan mengoreksi penyimpangan secara 

akurat.  

c. Menyusun standar operasional procedure (SOP) yang mencakup 

checklist penemuan penyimpangan, langkah-langkah korektif untuk 
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mengatasi penyimpangan, dan memastikan konsistensi penegakan 

aturan di lapangan. 

d. Mengembangkan aplikasi kasir digital yang terhubung langsung 

dengan sistem informasi pemesanan Perum BULOG untuk 

mencatat penjualan secara realtime dan mendeteksi jika terdapat 

pedagang atau mitra penyalur SPHP yang melakukan penjualan di 

atas harga eceran tertinggi dan melebihi batas penjualan dan 

memperkuat sistem layanan pengaduan keluhan dari mitra perum 

BULOG maupun masyarakat.  

e. Menetapkan audit secara acak dengan menekankan pada saluran 

penjualan yang rawan penyimpangan dari hasil laporan pengaduan.  

2. Strategi jangka menengah dengan menyusun kebijakan penyederhanaan 

dalam pertanggungjawaban penyaluran Cadangan Beras Pemerintah 

(CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui: 

a. Mengajukan penyederhanaan dokumen pertanggungjawaban 

kepada Kementerian keuangan dan APIP (Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah) dan melakukan pelatihan intensif bagi staf 

pengelola keuangan mengenai digitalisasi dokumen.  

b. Mengalokasikan anggaran untuk koordinasi penyederhanaan 

dokumen pertanggungjawaban dan digitalisasi dokumen 

pertanggungjawaban untuk mengurangi biaya cetak, dan 

pengarsipan fisik. 

c. Menerbitkan petunjuk teknis penyederhanaan format laporan dan 

merancang formulir pertanggungjawaban yang mudah diisi oleh 

mitra dan mudah diverifikasi oleh Perum BULOG.  

d. Mengembangkan sistem otomatisasi verifikasi data untuk 

menverifikasi kesesuaian data dari dokumen yang diunggah mitra 

dan data entry Perum BULOG. 
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e. Mengimplementasikan pertanggungjawaban berbasis risiko dengan 

mewajibkan proses verifikasi secara detail hanya untuk transaksi 

mitra dengan riwayat ketidakpatuhan tinggi.  

3. Strategi jangka panjang dengan menyiapkan kebijakan yang 

mendelegasikan Perum Bulog sebagai pendistribusi beras premium 

untuk memenuhi preferensi masyarakat dalam meningkatkan branding 

dan marketing. 

a. Melakukan identifikasi dan pemetaan tingkat daya saing dan risiko 

dari proses pengadaan sampai dengan penjualan antara Perum 

BULOG dan pihak swasta dalam penyediaan beras premium. 

b. menyiapkan naskah akademik yang mendukung penyusunan 

regulasi pendelegasian Perum Bulog sebagai pendistribusi beras 

premium. 
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